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46. Islamic Belief Worldwide

Bidang : Pembangnnan masyarakat

Alamat - JL Raya Cipinang Raya no. 90 Jaktim 13420

Telepon - 021-85911532

Fax - 021-85911025

Ketua : Ahmed Toson Nast (Country Director)

Llitea : Kementerian Dalam Negeri

Status :Disetujui forum  rapat registrasi  bulan
Agmetms 2004

No. Registras: - -

IR vang didirkan pada talmn 1984 oleh Dt Hany El
Banna mempakan organisasi bantuan internasional dan
pengembangan amal TR telah beroperasi dilebih dasi 25 negaca
bekerja sama dengan komunitas lokal vnmk mempromosikan
ekonomi berkelanjutan dan pengembangan masyarakat guna
memberantas kemiskinan, buta hneof dan penvakit. Kegiatan
IR antara lain, seperti santunan anak vatim, pendidikan,
kesehatan, dan tanggap damurat pasca-bencana.

IR telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2000.

Di bawah MoU dengan Fementeran Dalam Neped, IR
ditjinkan nntuk bekerjasama dan memberikan bantnan kepada
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konmnitas lokal di bidang pengembangan sosio-ekonomi,
pengadaan air bersih dan sanitasi, pendidikan, sanfunan anak
vatim, tanggap bencana dan tanggap damuat Fegatan IR
di Indonesia mencakmp lima wilayah, vain, Nangroe Aceh
Darssalam, Sumatera Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggar
Barat dan Banten.

DREETOR ORGANISASI INTERNASIONAL MON-PEMERINTAH [H INDONESIA '99
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MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
ANTARA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

ISLAMIC RELIEF WORLDWIDE
TENTANG

PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DI INDONESIA

Pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Februari tahun dua ribu lima belas,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

k.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, atau KEMENDAGRI
yang dalam Memorandum Saling Pengertian ini diwakili oleh
Dr. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd., Kepala Pusat Administrasi
Kerjasama Luar Negeri yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara
No. 7, Jakarta Pusat 10110, Indonesia, yang selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

Islamic Relief Worldwide yang berkantor pusat di Birmingham, United
Kingdom dan didirikan berdasarkan hukum nomor registrasi 328158
OSCR Reg number: SC042020; Co Reg No: 2365572, Terdaftar pada The
Registrar of Companies for England & Wales, Companies House, Cardiff
sebagai lembaga nirlaba; Nomor: GB 918 527 894, atau IRW, adalah suatu
lembaga swadaya masyarakat asing yang bersifat kemanusiaan, non
sektarian, non-politik dan nir-laba yang dalam Memorandum Saling
Pengertian ini diwakili oleh SYED ABDUL RAZAK, Country Director
Islamic Relief Worldwide untuk Indonesia, atau IRW Indonesia yang
berkedudukan di J1. Pejaten Raya No.A-19, Komp. Pejaten Mas, Kelurahan
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama

disebut PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama yang dituangkan dalam

Memorandum Saling Pengertian ini dengan ketentuan sebagai berikut:
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TUJUAN
Pasal 1

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disingkat
MSP, adalah menyediakan sebuah kerangka hukum bagi kerjasama antara
PARA PIHAK untuk mendukung program Pemerintah Republik Indonesia
dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat yang sejalan dengan program Pembangunan Nasional.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

PARA PIHAK sepakat untuk bekerjasama dalam program-program sebagai
berikut:

(1).
(2).

(3).
(4).

(5).

(1).

(2).

Manajemen Resiko Bencana,

Mata Pencaharian yang berkelanjutan dengan peningkatan keterampilan
bisnis dan akses modal di berbagai bidang;

Sanitasi, Air Bersih, dan Kesehatan Lingkungan;

Kesejahteraan anak dan remaja dengan memberikan bantuan, jaring
pengaman dan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana; dan
Bantuan Paket Ramadhan dan Paket Kurban Idul Adha.

WILAYAH KERJASAMA
Pasal 3

Wilayah kerjasama berada di wilayah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara
Barat,

Setiap perubahan wilayah kerja harus mendapat persetujuan secara
tertulis oleh PARA PIHAK,
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LEMBAGA PELAKSANA
Pasal 4

Untuk melaksanakan MSP ini, PARA PIHAK wajib menunjuk Mitra Kerja
sebagai berikut:

(1).

(2).

(1),

(2).

Untuk PIHAK PERTAMA menunjuk Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda).

Untuk PIHAK KEDUA menunjuk Islamic Relief Worldwide untuk
Indonesia (IRW Indonesia).

ARAHAN PROGRAM
Pasal 5

PARA PIHAK menentukan Arahan Program yang detil yang memuat hal-
hal tentang fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan
program, lokasi pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan publikasi serta penutup dan
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.

Semua program yang akan dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini
wajib sejalan dengan strategi pembangunan nasional dan daerah.

(). Perincian sctiap program/kegiatan diatur dalam Rencana Induk Kegiatan

(romoana koegintan selama figa tahun) dan Rencaia Keglatan Taliuiiasn

(RKT).
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RENCANA KEGIATAN
Pannl 6

(1}, PIHAK KEDUA wajib menyusun  dan m paikan Rencans [nduk
Keglatan yang berisd keseluruhan progoam/ tan selama tgn tabun
kepada PIHAK PERTAMA untule mendapat persotujusn,

|2]. PIHAK KEDUA, dengan difasilitasl PTHAK PERTAMA, wijib berkoordinas:
dan berkonuultasl dengan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana
Kegiatan Tahunan yang memuat keseluruhan rencana keglatin setahun,

131, Rencans Induk Keglatan dan Rencana Kegintan Tahunan wajib mendapat
persetujunn tertulls dun PARA MHAK,

KEWAJIBAN
Pasal 7

{1]. PIHAK PERTAMA wajib:

. Memfnnilitasd PIHAK KEDUA dalam pepgurasan visa, lzin keeja, igin
tinggnl, sertn izin keluar dan/ntau izn masuk kembali ke indonesia bag
tenngn ahli aning PIHAK KEDUA sesual dengan peraturan perundang-
undangan Indonesia yang berlaku;

b. Memfasilitani PIHAK KEDUA dalam pengurusan cukal dan pajak sesual
dengan peraturan perundang-undangan [ndonesia yang berlaku; dan

¢, Melakukan runmaum tethadap pelaksansan  program/ kegiatan
dilokasi terpilih bersama-sama dengan instansl pemerintah terkail, dan
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program keglatan yang
tercantum dalam MSP inl

(21, PIHAK KEDUA wijib!

0. Metnatuhl pernturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
b, Melaksanakan program yang telah disepakati dalam MSP ini;

¢. Menyediakan dana bagi kegiatan-kegiatan seperti yang tercantum dalam
Arahan Program seswal dengan Rencana Induk Kegistan dan Rencana
Kegiatan Tahunan sebagaimang disepakati dalam MEP;

d. Menyediakan bantuan peralatan dan fasilitas yang dipeclukan bag
pelakeanaan serta menyediakan tenaga ahll m‘m
tmemiliki yang tidak tersedia di Indonesia dalam alih
pengetahuan dan teknologi kepada tenaga lokal dan masyarakat sesusi
dengun peraturan perundang-undangan [ndonesia yang berlaku. Setiap
perul;rhm tenaga ahll asing aken disetujui oleh PARA PIHAK secars
tertulls;

]
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. Memiantau dan mengevaluasl

e. Mengutamaksn penggunsan produk-produk buatan Jokal yang ramah

lingkungan bagi semua peralatan dan bshan-bahan yang akan
digunakan dalam rangka pelaksanaan program;

+ Menyediskan bantuan pelatihan dan bantuan teknis dalam rangka

melaksanakan program-program yang berfokus pads masysrakal dan
meningkatkan kapasitas sumberdaya manusiy serta kesejahternan bagi
penerirmna manfaat;

Membarasi jumlab tenagn asing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

- Mewajibkan semua tenaga asing PIHAK KEDUA mengikuti arientasi

yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;

i. Mewajlbkan semua tenags asing PIHAX KEDUA memenubi ketentuan

keimigrasian di bidang perizinan dan pengswasan orang asing;

J. Melaporkan setiap perubahan dan/atau penambehan program v

uny
telah disepakati untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK
PERTAMA;

Mendukung dan memperkuat kapasitas masyarakat dan lembega
masyarskat di  perdesaan dalam mendesain  dan  merencanakan
program/kegintan;

Menjaga citra baik Indonesia di mata Internasional dan tidak

mempublikasikan segala bentuk informasi negatifl yang bertujuan untuk
merusak nama bailk Indanesia;

- Mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA segala bentuk publikas|

tentang Indonesia baik di dalam maupun luar negeri yang dipralcarsai
oleh PIHAK KEDUA;

- Bertanggungjawah atas sogala pengeluaran ying telah disetujul secar

tertulls sesusi dengan prosedur akunting PIHAK KEDUA, termasuk
untuk biaya orlentasi, pemantavan dan evaluesi pelaksansan kegiatan
yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan instansi
Lerkait;

- Selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan

Pernerintah Daeray  dalam mangka  sstiap  pelaksanann
program/ kegintan;

program olels mitra loka)
yung didanai PIHAK KEDUA dan melaksanskan audit terhadap mitra
tersehut;

Menyampaikan laporen perkembangan pelsksanaan program/ kegiatan
setiap akhir tahun kepada PIHAK PERTAMA, dan hila diperiulesn
laporan tambahan sesuai kebutuhan; dan

- Mencantumican logo PIHAK PERTAMA dan/atay Pemda dalam wotlnp

keglatan /pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA,
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BATASAN AKTIFITAS PIHAK KEDUA DAN STAFNYA
Pasal 8

1 P(HAKKEDUAquiammhnhwawnuakqhundansm!mW

dalam starus kedinasan berdasarkan MSEP ini harus:

4 Memperhatikan, menghormati dan mematuhl bukum dan peraturan
perundang-undangan, serta kebijalan Pemerintah Republik Indonesia;

b Sejalan dengan kepentingan Negarm Kesatuan Republik Indonesia;

¢, Menghonmati kewtuhan, kebebasan politix dan kedaulatan Negars
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mendukung gerakan separatis
apapun;

d, Menghormati kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat dan
kepercaynan masyrrakat Jolcal,

e Tidak terlibat dalam kegiatan intelijen/ Klandestin apapun;

f. Tidak terlibat dalam kegiatan politik dan komersial apapun;

g Tidak terlibat dalam penyebaran agama Apapun, dan/atau alirsn
keparcayaan yang dapat menggangsu stabilitas kehidupan beragamig

h. Tidak melakukan uksl pen dana dari individu maupun
organisasi di Indonesia untulk mendukung program dan kegiatanoya;

i, Tidak melukukan sktifitas selain yang telah disetujul dibawah MSP ini;
dan

. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah dan pemerintah  dacrah
untuk pelaksanaan kegatan yang sudah disetujul dalam MSP ini.

(2] Pelanggaran terhadap setiap ketentuan pada myst 1 Pusa) Ini, akan

mengakibatkan tindakan dari otoritas yang terkait sesumi dengen
pergturan perundang-undangan yang berlaku dl Indanesia dan dapat
mengakibatkan pencabutan jjin bagl MHAK KEDUA dan stafnya serta

pengakhiran program kerjasamas,
STATUS PERLENGKAPAN DAN MATERIAL PENDUKUNG
Pasal 9

(1], Sermua perlengkapan  dan materin]l  pendukung  program - yang

diadakan /diteli oleh PIHAK KEDUA berkaitan dengan proyek yang didana
dan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka program
wajib hanya digunakan semmata-mala demi kepentingan pelaksansan
program,

(2). Apakils PIHAK KEDUA ingin merubeh pemanfsatan dan/atiu menghapun

A puunﬂpm dan material pendukung sebelum bernkhirnya progriun,
maks perubaban dan penghapusan dimaksud wajib di konsultasikan
terlebih dahulu dengan PIHAK PERTAMA untuk disetujul bersama secara
tertulis PARA PIHAK,

83




VW WV VYV VYV VYV YV Y VYV VYV VYV Y Y VY VY Y Y Y YV Yy

(3), Setelaht bermkblroys program, ponyesesaian peralatan dan matersal wajib
dieimdeumibonn borsams-nama antar PARA PIHAK,

(4) Apabils peralatan den perlengkapan soparts yang disebutican dalam mynst
(1), awnt (2), dan ayat (3] akan dialiblan kepemilikannya kepada Plliak
Lain balk sebelum atau seteluh masn keglatan program boradkhie, maks
serah terima peralatan  dan  materinl  dimakswd, dituangkan  dalun
dokumen Berita Acara Serah Tertmn yang sesunl dengan peraturnn
perundang-undangnan yang berlaku,

DOMISILL
Pasal 10

(1), KEMENDAORI berkedudukan i Jalan Medan Merdeka Utara No, 7,
Jakarta Pusat 10110, Indonesia,

4} Ditjen Bina Bangda berkedudulan 4l Jalan Taman Makam Pablawan
Kalibain No, 20, Jukartn Selntan.

(3). Kuntar pusat IRW bericedudukan di 19 Rea Street South Brimingham
H5.6LH, Unlted Kingdom,

(4). Kantor IRW Indonesia berkedudukan di J1. Pejaten Raya No.A-19, Komp.
Pejaten Mas, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selutan 12510, Indanesia,

(5} Jikn terdapat perubahan domisill, wajib diinformasikan secara tertulis
diantara PARA PIHAK,

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Betiap perselisihan / perbedaan terhadap penafsiran dan pelaksanaan MEP in)
wajib diselesaikan socara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantars
PARA PIHAK,

PERUBAHAN
Pasal 12

|1}, Setiap perubahan  wtas MSP Ind wajib dilakukan setelah  diadnkan
konsultasi dan dengan persetujuan tertulis bersama dari PARA PIHAK.

12), Perubahan dimaksud wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari

Mm\i dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh PARA
Pl X
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MULAI BERLAKU, JANOGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
Pasal 13

(1). MSP ini wajib mulai berfaku pada tanggal ditandatangani dan tetap
berfaku selama 3 (tiga) tahun,

12). MSP ini dapat diperpanjang setelah ada permohonan tertulis oleh PIHAK
KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan kesepakatan tertulis bersama PARA
PIHAK, paling lambat 6 fenam) bulan sebelum tanggal MSP berakhir

(3). MSP ini dapat dihentikan oleh salaly satu pithak setiap saat melalui
pemberitahuan  secara tertulis mengenal  keinginannya  untuk
menghentikan MSP ini paling lambat 6 (enam} bulan sebelum tanggal
penghentian dimaksud,

(4). Apabila MSP inl dihentikan sesuai dengan ayat 3] di atms, PIHAK KEDUA
wajib menyelesaikan dengan baik semua program di bawah MSP ini tidak
melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal penghentian
MSP ini, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Dibuat dalam ranghkap 2 (dua) masing-masing dadamn bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris, semua naskah mempunyal kekuatan hukum yang sama.
Dalam hal tecjedi perbedaan penafsiran, naskah dalam balasa Indonesla yang
berlaku,
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1. PROGRAM
A, YOKUS PROGRAM

Fokus utama darl program kerjasamn antara KEMENDAGR! dan IRW
adalah  untuk  meninglatkan  kosejahtorsan  sosial  ekonoml
masyarukat di wilayah Indonesia melalul bantuan terpedu dan
program-program pembangunan di wilayah kecjs yang sebelumnys
telah discpakat dalam MSP antars kedua belah pihal,

B. RUANG LINGKUP

Ruang linglup program ini adalah meninghatian kesajahteraan sosinl
ekonomi masyarakat di wilayah Indoneséa melalui kegiatan:

2

Manajemen Ristko Bencana melalul kestapslagnan masyarakat
terhadap peningkatan potensl bencana di daerah dimans mereka
tngga), untuk membelali masyarakal dengan  pengetahuan
tentang suaty kemahiran dalam mendetoksl peringatan  dinl,
meningkatkan ketahanan merekn techndap bencana di masa
depan dan merespon dengan benar berbagai patensi bencana,

Mata pencaharlan yang berkelanjutan melalul  peningkatan
keterampilan bisnis dan akees ke modal di berbagai bidang,

seperti pendidikan formal dan non - formal, pelatihan kejuruan,
pertanian, ternale, dan jusa.

. Banitasl, air bersih  dan  kesehatan lingkungan meladul

peninghkatan akses pada air bersih dan pelaksanaan sunitasi total

berbasls masysrakat dan meninglatikan pelestarian Lngkungan
untuk mengurangl dampak dari perubahan iklim, '

Kesejahteraan anak dan  remaja  melalui  peningkatan
kesejableraan anak-anak miskin, yatim piatu dan kaum muda
dengan memberikan bantwan, jaring pengaman dan dengan
meningkatican kapasitas sarana dan  prasaranan  pemberian
pelayanun; dan

. Bantuan paket Ramadban dan Idul Adha melalul pendistribusian

daging kurban dan pemberian makanan paket ramadhan untuk
masyarakat miskin yang terpinggirkan dan daesrah rawan pangan,

1
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C. MANAJEMEN
1. Rencana Induk Kegiatan (Rencana Kegiatan Selama Tiga Tahun)

a. IRW Indonesia bersama Ditjen Bina Bangde menyiapkan Rencans
Induk Kegiatan [rencana kegiatan seluma tiga tahun] sebegai
rujuken dalam rangka pelaksanaan program yang mermuat:

1} Pendahuluan;

2} Sasaran;

3) Tujuan;

4} Hasil yang diharapkan;

5p Kegiatan;

6) Tenaga Kerja/Tenaga Ahli;

7} Lokazi dan Kelompok Sasaran /Penerima Manfaat,
8} Pembiayaan; dan

9} Penutup,

b. Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun)
dibahas dan disetujul bersama oleh IRW Indonesia dan Ditjen Rina

HBangda,

c. Rencana Induk Kegiatan (rencana kegiatan selama tiga tahun|
wajib dijadikan rujukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan
Tahunan, dan  wajib  disampaikan  kepada  masing-masing
Pemerintah Daerah di wilsynh kerja.

2. Rencana Kegiatan Tahunan

a, IRW Indonessa wajib menyiapkan Rencana Kepglatan Tahunan
sebagal myjukan dalam pelaksanasn program/kegintan di masing.
masing wilayah kerja, yang memuat :

1} Pendahuluan,

2) Sasaran;

3) Tujuan;

4) Hasil yang diharaplan;

5) Keglatan,

6) Tenangn Kerja/Tenagn Ahll;

7) Peran serta Mhak Ketiga;

8) Lokasi Pelaksannan dan Kelompok Sasaran/ Penerims
Manfant;

9 Pem i

L0) Jadwal Pelaksanaan Program; dan

11) Penutup,

b, Rencana Kegiatan Tahunan wajib dikonsultasikan oleh IRW
gtdo:mh kepada Pemerintah Deerah, difesilitasi oleh Ditien Bina



AR JIN S M T Jah A I I . D T Nl dl A o . B

o, Meneann Kegintan Tahunan ditundatangani oleh IRW Indonesin
dan Pemerintah Daerah, diletahiul oleh Digen Blos Bangda.

d. Rencans Kegintan Tahunan dijadioan rajukan bagl IRW Indonesia
dan Pemerintah Doerah dalam pelaksansan keglatan dl mnsing.
masing wilayah kerja.

2, Pemblayaan

Pemblayasn pelakssnsan program kerjasama inl bersumber darl
atggaran IRW Indanesda yang diperidrakan sebesar ORP 1 800.000
(Satu Juta Delapan Ratus Ribu Pondsterling) dapet bertambah atau
berkurnng sesunl dengan perkembungan program selams 3 (tgal
tahun,

4. Lokasl

n, Lokasi pelaksananan peogram [RW Indomesia meliputi Provina
Aceh, dan Nuse Tengoars Barat,

b. Lokasli pelaksansan program di kabupaten/kota dalam masing
masing provinsl sebagaimana disebut dalam butie 4.4, terdirl darl

HPravinst Aceh, meliputl Kot Bands Acoh, Ksbupeten Acely
Jaya, Kabupaten Aceh Bosar, dan Kabupaten Aceh Barat;

2 Provingl Nusa Tenggara Barat, meliputl Kabupsten Lombol
Tinur, Kabupaten Lombok Barat, Lombok tengah, Lombolk
Utara dun Kots Matarm;

I, PELAKSANAAN
A TINGKAT PUBAT

I, KEMENDAGRI melalul Dijen Binn Bangda  bertanggungjawab

dalam mengoptimalkan pelaksanaan program/ keglatnn Ketjasama,
baik di tingkat pusat maupun daerah,

2. KEMENDAGR] melalui Ditjen Bina Bangda menyebarluaskan

informasi mengenal program kerjasama  kepada Pemerintah
Daerah Provingd dan Kabupaten/Kota di wilayah kerja.

3. Dalam rangks penempatan dan perpanjangan fjin kerja tenaga ahii
asing dan stall asing IRW Indooessa, Ditjen Bina Bangda bersama

dengan Instansl berwenang memfasilitas) pengurusan administrasi
yang diperlukan, baik di tingkat pusat maupun daerah,
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4. KEMENDAGR! melalui Dien Binn Bangda memfasilitasi dan
membing  Pemerintah  Daerah  dl wilayah lkerja  delem
mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan tahunan.

5. KEMENDAGRI melalui Digjen Bina Bangda dapat membentuk Tim
Koordinasi Pusat untuk mengelektifkan pelaksanaan MSP,

6. Tim Koordinusi Pusat melakukan pemantsuan dan evaluasi
terhadap kegintan kerjasama,

7. Ditjen Bina Bangda dengan memperhatikan masukan dari Tin
Koordinasi Pusat menyampeikan laporan kegiatan tahunan [RW
Indonesia kepada Menteri Dalam Negeni,

B, TINGKAT PROVINSI

1. Gubernur melalul Badan Perencansan Pembangunan Daerah
(Bappeda| Provinsl bertanggungawab dalam mengoptimalkan
pelaksanaan program kerjasama dengan IRW Indonesis  di
daerahnya.

2. Dalam rangka perpanjangan penugasan tenags ahli dan stafl asing
[RW Indonesia, Bappeda Provinsi menyiapkan dan menyampaikan
rehomendasi dan dokumen hasll evaluasl kinecja tensga ahll asing
dan stafl asing IRW Indonesia tersebut kepada Ditjen Bina

Bangda.

3. Gubernuar memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kot di
wilayah kerja IRW Indonesta dalam mengoptimalkan pelaksansan
kegiatan tahunan,

4, Dalam mngka memfasilitasi pelaksensan  program fkegiotan,
Pemerintah Pravinsi dapat membentuk Tim Koordinasi Provinsi
yang terdiri dari unsuy instansi terkait,

C, TINGEAT KABUPATEN/KOTA

1. Bupati/Walikota  bertanggunglawab  dalam  mengoptimalkan

pelaksanaan program kerjasama dengan IRW  Indonesia di
daerahnyn,

2. Dupatl/Walikota memfiasilitasi pelaksanaan optimalisasi keglatan
IRW Indanesia,

A, Bupeti/Walikota bersama-sama  mitra  okal IRW Indonesia
membasilitas masyarakat untuk berpartisipast dalam pelalosanann
program/ leegintan,
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A Dalam ranghn memballitas] pelalosunaan program/ kegintan IRW

Indonesin, Pemerintah Kabupaten/ Kota dapat membentuk Tim
Koordinasi  Kabupaten/Kote yang terdirl darl snsur  instanal
terknlt

D, PERAN SERTA PIHAK KETIGA
1. Dalam rangha pelaksannan keglatannys, IRW Indonesla dapat

molibatkan kelompol-kedompol  masparakat, Perguruan Tingg,
Lembagn Swadays Masyarakal, dan Yaywsan yang berbadan
huleum dan terdaftar secara sah di Pemerintah Pusat dan/atau
Daernh.

IRW Indenesla membetitahukan kepads Lembaga Pelaksans dan
Pemerintal Daerah meogenel Pihale-Pihak ketign yang dilibathan

dalam pelaksanaan kegiatun kerjasana dan peran serta Plhnk
ketiga dalam palalesannan keglatan kerjasamea ditnakeud,

111, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
A. PEMANTAUAN

IRW Indonesin, Ditlen Bina Bangda, dan Pemerintah Daerah
menyepokatl program/ kegiatan dan lolasi yang akan dipilih
untulke dipantau.

. Titn Koordinasl Pusat melaloukan pemantavan bersamaan dengan

cviluanl terhadap perkembangan pelaksansan program/legistan
IRW Indonesia sekall setahun pada lokasi program (kegiatan yang
telah disepakati sebagaimana dimaksud pada butir A.1 atas beban
bisya IRW Indonesia,

3, Tim Koordinasi Pusat dapat melakukan pemantauan kegiatan IRW

[ndonesin poda lokasi program/kegiatan, sesual kebutuhan atas
beban biayn APBN, dan dapat berkcordinasl dengan IRW
Indonesia,

. Apabila diperfukan, IRW Indonesin dapat mengundang perorangan

atau lembaga independen untuk melakulun pemantauan dengan
melaparkan kepada Ditjen Bina Bangda.

. Tim  Koordinasi Pusat yang melakukan  pemantauan

perkembangan pelaksanaan program/kegatan, melaporkan hasl)
pemantauan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan
kepade Gubernur dan Bupati/Walikata di wilayah kerja yang
dipantay, dan memberikan umpan balik kepada IRW [ndonesia.
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6. Pemerintah Provinsl dan/atau Pemerintah Kabupsaten/Kota dapat
melakukan pemantagan secars berkala dan/atau sewaktu-waktu
terhadap perkembengan pelaksansan program /[ keglatan IRW
Indonesia, atas beban biaya APBD |Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah), yang hasilnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri
melalui Ditjen Bina Bangda.,

B. EVALUASL

1. Kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum pertemuan
atau evaluasi lapangan bila diperfukan.

2. Kegiatan evaluast bersamaan dengan monitoring dilaksanakan
oleh Tim Koordinasi Pusat sekall setiep tahun selama periods MSP
atas biaya [RW [ndonesia, Evaluasi dan monitoring di tahun ketiga
pelaksansan MSP dilaksanaksn bersamaan dengan Rapat
Kaordinasi Nusional,

3. Hasil evaluasi akhir dan Rapat Koordinasi Nasional dipergunakan
sebagai bahan pertmbangan dalam mamperpanjang MsSP,

4. Apabila diperlukan, IRW Indonesia dapal mengundang perorangan
dun/atau lembaga independen untuk melakukan evaluast,

5. Tim Koordinasi Pusat yang melakukan kegiatan evaluasi
program /kegiatan melaporkan hasdl evaluasl melalul Ditjen Bing
Bangda lkepeda Monteri Dalam  Negeri, Gubemur dan

umpan ballk kepada IRW Indonesia.
IV.PELAPORAN DAN PUHLIKASI
A. PELAPORAN

1. IRW Indonessa wajib menyusun dan menyampaikan Laporan
perkembangan per semester kepada Pemerintabh  Daerah
Kabupaten /Kota yang tembusannyn disampalkan kepada Provingd
dan Ditjen Bina Bangda wsorta Laporan Tahunan kepada Ditjen
Bina Bangda dan bila diperlukan laporan tambahan sesual
kebutuhaen,

2, Materl Laporan Tahunan, memuat:
#, Pendahuluan;

b. Sasaran;

¢, Tujuan;
d. Keluaran/Hasil yang dicapai IRW;



Lokasl Pelaksanaan den Kelompok Penerima manfaat]
Kogintan yang tolah dilaksanakan,

Tenagn Kerja/Tonaga Ahll yang digunakan;

, Peran serta Pibak Ketiga:

Pemblayann;

Permnasalahan dan Upayn Peenecahannys; dan
Penutup,

TR NS

3, Apabila diperiukan, IRW Indonesia dapat menyampuikan laporan
Insidentil sesunl kebutuhan kepada Ditjen Bine Bangda,

1. [RW Indonesia berkoordinasi dengan Ditjen Bina Bangda dalam

melalcukan publikasl tentang hasil pelalksanann program /kegiatan
kerjasama.

2. IRW Indonesin bersama-same dengan Ditlen Blos Bangda, serta
Pemerintah Daorah dapat melakukan publikeaxi bersama tentang
hasil pelaksanaan program kerjasamn,

V. PENUTUP

Arnhan Program inl merupakan bagian yang Gdak tecpisahkan dar
Memorandum Saling Pengertion antars KEMENDAGRI dan IRW,
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